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TAHUN 2025 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T. 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1  

TABEL KINERJA 

TAHUN 2025 

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan 

Tahun Anggaran : 2025 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 

Koperasi yang 

Berkualitas 

Persentase 

Peningkatan 

Koperasi yang 

Berkualitas 

Persen 5,93 I - 

II - 

III - 

IV 5,93 * 

2. Meningkatnya 

Kualitas UMKM

  

Prosentase 

Usaha Mikro 

yang Naik 

Kelas 

Persen 70,50 I - 

II - 

III         - 

IV 70,50 * 

3. Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Industri 

Pertumbuhan 

Industri  

Persen 2,20 I - 

II - 

III - 

IV 2,20 * 

 Pertumbuhan 

Industri 

Kreatif 

Persen 0,84 I - 

II - 

III - 

IV 0,84 * 

4. Meningkatnya 

Kontribusi Sektor 

Perdagangan 

Terhadap PDRB 

Nilai Rupiah 

Sektor 

Perdagangan 

dalam PDRB 

Miliar 

Rupiah 

1.975,84 I        -    

II        - 

III        - 

IV 1.975,84* 

 

Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 
anggaran sebagai berikut: 

 
No Nama Program   Anggaran 

1.  Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan 

Pinjam  

: Rp.. 85.795.887 

2.  Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi  : Rp.. 188.541.903 

3.  Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi : Rp.. 53.256.803 

4.  Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian : Rp.. 274.981.819 
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5.  Program Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi 

: Rp.. 184.467.606 

6.  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 

: Rp.. 393.086.631 

7.  Program Pengembangan UMKM : Rp.. 460.725.320 

8.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana 

Keistimewaan) 

: Rp.. 444.000.000 

9.  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan : Rp.. 183.663.759 

10.  Program Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

: Rp.. 5.090.733.338 

11.  Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting 

: Rp.. 261.177.212 

12.  Program Pengembangan Ekspor : Rp.. 764.427.006 

13.  Program Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen 

: Rp.. 478.685.800 

14.  Program Penggunaan dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri 

: Rp.. 71.730.000 

15.  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri : Rp.. 1.742.477.724 

16.  Program Pengendalian Izin Usaha Industri : Rp.. 136.532.403 

17.  Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional 

: Rp.. 150.091.600 

18.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

: Rp.. 19.516.536.587 

 Jumlah Anggaran 

 

: Rp.. 30.480.911.398 

 

 

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Uraian Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mewujudkan koperasi berkualitas 

meningkat prosentasenya dari jumlah koperasi aktif berkualitas. Koperasi berkualitas adalah 

koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Asset. Terdapat 

3 syarat yang saling terkait yang harus dipenuhi untuk menjadi koperasi yang berkualitas, 

yaitu:  

a. Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun. 

b. Meningkat volume usahanya; dan 

c. Meningkat assetnya. 

Koperasi berkualitas dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kesehatan 

koperasi, mendorong kepatuhan koperasi terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku 

mengenai perkoperasian serta menguatkan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi 

dengan tujuan kesejahteraan anggotanya. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara 

lain:UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan 

Koperasi. 

Kondisi yang ingin dicapai adalah meningkatnya koperasi yang berkualitas, selanjutnya 

mampu bersaing dengan badan usaha lain menuju koperasi modern. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

 

1 

 

Persentase 

Peningkatan 

Koperasi yang 

Berkualitas 

 

Terwujudnya koperasi 

yang berkualitas 

dipengaruhi oleh 3 ( tiga) 

hal  yang harus dipenuhi 

yaitu  melaksanakan RAT 

(Rapat Anggota 

Tahunan) berturut-turut 

selama 2 tahun, 

meningkat volume 

usahanya, dan meningkat 

 

Jumlah Koperasi aktif 

yang berkualitas tahun n 

dikurangi jumlah 

koperasi aktif yang 

berkualitas tahun n-1 

dibagi jumlah koperasi 

aktif berkualitas tahun n-

1 dikali 100%. 

 

Data Keragaan 

Koperasi Tahun 2024 
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assetnya. 

Oleh karena itu perlu 

upaya yang terus 

menerus untuk 

meningkatkan jumlah 

koperasi yang 

berkualitas. 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja Target Penjelasan 

Persentase 
Peningkatan 
Koperasi yang 

Berkualitas 
 

5,93 %  

 
 

Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 3,3%, 
sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 5,36.% sehingga target 
dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 5,93%. Target 

tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. 

Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara 
Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 
dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang 
MandalaSaba. 

 

 

 

 
 

Uraian Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas UMKM 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah usaha mikro binaan (difasilitasi oleh 

DKUKMPP tahun berjalan) meningkat kualitasnya. Kualitas usaha mikro binaan diukur dari 

aspek meningkat omset dan asetnya.  Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Tahun 2021-2026. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Prosentase 

Usaha Mikro 
yang Naik 
Kelas 
 

 

Usaha mikro yang naik 

kelas diukur melalui 
usaha mikro binaan 
yang meningkat omset 
dan asetnya. 

 

Jumlah Usaha Mikro 

binaan yang meningkat 
omset dan asetnya 
tahun n dibagi jumlah 
usaha mikro binaan 

tahun n dikali 100% 
 
(Usaha mikro yang naik 

kelas adalah usaha 
mikro binaan yang 
meningkat omset dan 
asetnya pada tahun n) 

Data olahan DKUKMPP 

Kabupaten Bantul, 
SIDAKUI 

 

 Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja Target Penjelasan 

Prosentase 
Usaha Mikro 

yang Naik 
Kelas 

 

70,50 %  

 

 

Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 
70%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 70,44.% 

sehingga target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025  
ditetapkan sebesar 70,50%. Target tersebut sudah 
meningkat dari capaian tahun 2024. 

Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 

Saba. 

 

  

Uraian Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penambahan jumlah industri baru dibanding 

dengan tahun sebelumnya. Dasar hukum dalam penetapan sasaran kinerja ini adalah sesuai 

dengan kebijakakan nasional dalam pembangunan industri dengan menempatkan 

pertumbuhan industri sebagai salah satu indikator keberhasilan industri. Selain itu sektor 

industri juga merupakan sektor penggerak utama perekonominan di Kabupaten Bantul. 

Dalam hal pembangunan industri di Kabupaten Bantul, sektor industri kreatif memegang 

peranan sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam rangka pencapaian Bantul 

masuk dalam jejaring kota kreatif dunia UNESCO (UCCN Tahun 2026). Hal ini sesuai 

dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kemudian 

diturunkan dalam PP No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan dijabarkan dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2020-2024. 

Selain itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif yang kemudian diturunkan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana 

Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 sebagai landasan dalam 

pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Pertumbuha

n Industri 

Indikator kinerja ini 

menjadi ukuran riil 
untuk mengukur 
pertumbuhan industri 

Jumlah unit Usaha 

industri tahun n 
dikurangi jumlah unit 
usaha industri tahun  n-

1 dibagi jumlah unit 
usaha industri tahun n-1 
x 100% 

 

 

OSS RBA Nasional, 

SIINAS, Data Olahan 
DKUKMPP Kabupaten 
Bantul 

2 Pertumbuha
n Industri 
Kreatif 

 

Indikator kinerja ini 
menjadi ukuran riil 
untuk mengukur 

pertumbuhan industri 
kreatif 

  

Jumlah Industri kreatif 
tahun n dikurangi 
jumlah industri kreatif 

tahun n-1 dibagi jumlah 
industri kreatif tahun n-1 
x 100% 

OSS RBA Nasional, 
SIINAS, Data Olahan 
DKUKMPP Kabupaten 

Bantul 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja Target Penjelasan 

Pertumbuhan 
Industri 

2,20 %  

 
 

 
 

Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 
2,2%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 2,12.% 
sehingga target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan 

sebesar 2,2%. Target tersebut sudah meningkat dari 
capaian tahun 2024. 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 

pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 
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Pertumbuhan 

Industri Kreatif 
0,84 %  

 

 

 

 

Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 

0,84%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0,65.% 
sehingga target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan 
sebesar 0,84%. Target tersebut sudah meningkat dari 

capaian tahun 2024. 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 

Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 
 

Uraian Sasaran 4 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 

 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah adalah meningkatnya kontribusi sektor 

perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bantul 

berdasarkan harga konstan, yang dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yaitu 

perdagangan besar dan eceran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: UU No. 

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang 

Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 

PP No. 29 Tahun 2021 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 

Tahun 2021 yang mengatur tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, Peraturan Kepala 

BPS Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan PDRB.  

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Nilai Rupiah 
Sektor 
Perdaganga

n dalam 
PDRB 

PDRB sektor 
perdagangan 

merupakan indikator 

yang sangat penting 
dalam menilai kinerja 
sektor perdagangan 

dalam ekonomi daerah 

Nilai PDRB atas dasar 
harga konstan 
Kabupaten Bantul 

Menurut lapangan usaha 
kategori perdagangan 
pada tahun n  

 

BPS, Data Olahan 
DKUKMPP Kabupaten 
Bantul 
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Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja Target Penjelasan 

Nilai Rupiah 
Sektor 
Perdagangan 

dalam PDRB 

1.975,84  

 miliar rupiah 
 
 
 

 
 
 
 

Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 
1.975,84 (miliar rupiah) sedangkan realisasi tahun 2024 

sebagai proyeksi sebesar 1.840,50 (miliar rupiah). Target 
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 
1.975,84 (miliar rupiah) dan target ini sudah meningkat 
dari capaian tahun 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 


































































































































































